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ABSTRAK 

 

Informasi mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan sangatlah penting bagi 

masyarakat. Tetapi masih saja ada keluhan terutama dari peserta BPJS kesehatan 

yang melakukan keluhan terhadap pelayanan kesehatan. Bila keluhan mereka tidak 

diselesaikan,penting adanya perlindungan hukum bagi peserta BPJS agar hak-hak 

mereka dapat terpenuhi. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam 

implementasinya belum berjalan cukup baik, karena masih ada peserta BPJS 

Kesehatan mengalami keluhan saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum 

terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam 

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Dalam Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan dan 3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan BPJS Kesehatan 

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pesrta BPJS Dalam 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan penulis 

adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian 

hukum yang konsepnya prilaku nyata dalam bermasyarakat. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini menggunakan metode penggumpulan data yaitu wawancara, 

dimana penulis melakukan wawancara dengan bagian SDM umum dan komunikasi 

serta dengan bagian unit penanganan pengaduan peserta (UP3). Selain wawancara 

penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan 

hukum primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

implementasi. Perlindungan hukum pada peserta BPJS bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum kepada peserta BPJS 

sehingga pelayanan dapat meningkat demi kepuasan dan kenyamanan pasien  peserta 

BPJS. Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif 

yaitu dengan memberikan informasi mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban 

peserta, dan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi sengketa  yaitu 

dimana BPJS berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara antara peserta 

BPJS dengan Rumah Sakit. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan 

hukum adalah kurangnya informasi yang diberikan pihak BPJS Kesehatan, keuangan, 

kurangnya pengetahuan peserta BPJS kesehatan terhadap prosedur dan mekanisme 

pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dan kesalahan input data. Adapun 

upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah menempatkan tenaga kerjanya disetiap 

rumah sakit yang menjadi mitra dalam mendapatkan pengaduan atau keluhan dari 

peserta, menyiapkan leaflet, dan media informasi tentang hak dan kewajibaan.  

 


